
GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa hak keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 sebagaimana dimaksud
pada pertimbangan huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 4l Tahun 2Ol7 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 14 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79
Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 4l Tahun 2Ol7 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Uang Jasa
Pengabdian bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2Ol7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat perlu diubah untuk
kedua kalinya;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2Ol7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OOT tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO4 Nomor 16 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
1 1);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 47);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2OOL7 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 216l;

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2OI7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2Ol7 Nomor 4ll sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79
Tahun 2OL8 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 4L Tahun 2Ol7 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
14 Tahun 2OL7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2Ol8 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 4I
TAHUN 2OL7 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14

TAHUN 2OL7 TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Menetapkan
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Pasal I

Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 4l Tahun 2Ol7 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OI7 Nomor
4L) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2Ol7
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2OL8 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Uang jasa pengabdian Ketua DPRD, sebagai berikut:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)

tahun, diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah);

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun,
diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah); dan

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(21 Uang jasa pengabdian Wakil Ketua DPRD, sebagai
berikut:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)

tahun, diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah);

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan
sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus
ribu rupiah);

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu
rupiah);

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun,
diberikan sebesar Rp9.60O.000,00 (sembilan juta
enam ratus ribu ruPiah); dan

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan
sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat
ratus ribu rupiah).

(3) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, sebagai berikut:
a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)

tahun, diberikan sebesar Rp2.25O.OOO,O0 (dua juta
dua ratus lima Puluh ribu ruPiah);
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 14 /\Bu'stlrB 2)19

L.. UR JAWA BARAT,
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AD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 fgustus 2019

:"SEKRETARIS DAERAH
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BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OTg NOMOR 44




